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BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJIO
NOMOR 29 TAHUN 2010
TENTANG

STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARIJO,

Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Sukoharjo dapat
berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, perlu menetapkan Standarisasi Indeks Belanja
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Rpublik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyabarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
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Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4418);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pegadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Miliki Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor
172);
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI =~ TENTANG  STANDARISASI
INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011.

Pasal 1

Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun
2011 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1) Perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan
dan/atau antar desa/kelurahan hanya diberikan ketika
perjalanan dinas dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) Km

pulang pergi.

(2) Jarak antar kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standarisasi Indeks Belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 merupakan biaya/harga tertinggi dan pagu jarak
yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya perjalanan
dinas.

Pasal 4

Dalam melaksanakan indeks belanja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 agar menggunakan biaya/harga yang
terendah.

Pasal 5

Pemilihan barang yang akan dibeli/dipergunakan
disesuaikan dengan jenis barang yang telah ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

(1) Apabila dalam pelaksanaanya terjadi perubahan
biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan
standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis
barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang
dapat dipertanggungjawabkan.
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(2) Bentuk komisi dan premi yang ditimbulkan sebagai
akibat pelaksanaan Standarisasi Indeks Belanja
merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang
wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten
Sukoharijo.

(3) Pengadaan/pembelian jenis belanja barang/jasa yang
biaya/harga dan jenis tidak sesuai dengan standarisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
menurut ketentuan yang berlaku dengan
memperhatikan  informasi dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang berwenang dan melaporkan
pelaksanaan hal tersebut kepada Bupati Sukoharjo
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum pembelian/pengadaan
dilaksanakan.

Pasal 7

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka
pelaksanaan Standarisasi Indeks Belanja.

Pasal 8

Standarisasi Indeks Belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 berlaku untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran
serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharijo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO
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Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS
BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2009

Pasal 1

Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Indeks Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan biaya/ harga tertinggi dan sudah termasuk PPn/ PPh.

Pasal 3

Dalam melaksanakan indeks belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 agar menggunakan biaya/ harga yang terendah

Pasal 4

Pemilihan barang yang akan dibeli/ dipergunakan disesuaikan dengan
jenis barang yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1.

Pasal 5

(4) Apabila dalam pelaksanaanya terjadi
perubahan biaya/ harga barang/ jasa
yang tidak sesuai dengan standarisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
harus memperhatikan tingkat
kewajaran harga barang/ jasa dalam
rangka mewujudkan efisiensi yang
dapat  dipertanggung  jawabkan,
sehingga segala bentuk diskon,
komisi ,premi dan sisa lebih yang
ditimbulkan sebagai akibat
pelaksanaan  Standarisasi  Indeks
Belanja merupakan hak Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo yang wajib
disetorkan kembali ke Kas Daerah..

(2) Pengadaan/ pembelian jenis belanja barang/ jasa yang biaya/
harganya tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan
yang berlaku dengan memperhatikan informasi dari satuan
kerja yang berwenang dan melaporkan pelaksanaan hal
dimaksud kepala Bupati Sukoharjo melalui Sekretaris
Kabupaten Sukoharjo paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
pembelian/ Pengadaan dilaksanakan .



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.
S.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kabupaten adalah Kabupaten Sukoharjo;

Pemerintah  Kabupaten adalah Pemerintah  Kabupaten
Sukoharjo;

Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo;

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sukoharjo;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo;

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo dan Pegawai Harian yang diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati serta diberikan gaji/ upah berdasarkan ketentuan
yang bersumber dari dana APBD dan bertugas membantu tugas-
tugas kelancaran pemerintahan;

Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk
menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas;

Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah
pakaian yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas sehari-
hari sebagai unsur staf di kantor lengkap dengan atribut-
atributnya;

Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah
pakaian yang dipergunakan pada waktu melaksanakan tugas
lapangan yang merupakan pekerjaan fisik, dengan sifat
pekerjaan teknis non administrative;

Pakaian Dinas Tenun Tradisional/ Batik Kas Daerah yang
selanjutnya disebut PDTTBKD adalah pakaian yang
dipergunakan pada Hari Kamis;

Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah
pakaian yang dipergunakan dalam bekerja sehari-hari maupun
untuk keperluan lain yang bersifatkan umum;

Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah
pakaian yang dipergunakan untuk menghadiri upacara;

Pakaian Sipil Lapangan yang selanjutnya disebut PSL adalah
pakaian yang dipergunakan untuk tugas luar/ tugas-tugas
tertentu;

Pakaian KORPRI adalah pakaian dengan motif, corak dan
ungkapan makna filosofi desain serta spesifikasi teknis warna
lain/ bahan yang ditentuan oleh KORPRI,

Pakaian HANSIP/ LINMAS adalah pakaian seragam yang
dipergunakan pada Hari Senin;

Atribut dan kelengkapannya adalah tanda-tanda yang
melengkapi pakaian dinas sesuai dengan jenis pakaian dinas
termasuk ikat pinggang , kaus kaki dan sepatu;

BAB Il
MACAM PAKAIAN DAN PENGGUNAANNYA



Pasal 2

Pakaian Dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo terdiri dari :

a. Pakaian Hansip/ Linmas;

b. Pakaian Dinas Harian (PDH) keki;

c. Pakaian Dinas Tenun Tradisional/ Batik Kas Daerah

(PDTTBKD) ;

Pakaian Dinas Lapangan (PDL);

Pakaian Dinas Lapangan Kantor Pemadam Kebakaran;

Pakaian Dinas Lapangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;

Pakaian Dinas Lapangan Dinas Kesehatan;

Pakaian Dinas Harian untuk Pejabat Struktural dan Pegawai

Pegawai Ketenagakerjaan;

Pakaian Dinas Lapangan DLLAJ;

J. Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi dan Pakaian Sipil
Lapangan pada DPKD;

k. Pakaian Olahraga.

Se oo

Pasal 3

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diatur sebagai berikut :

a.
b.

Pakaian Seragam Pertahanan Sipil, digunakan pada hari Senin;
Pakaian Dinas Harian (PDH), digunakan pada hari Selasa , Rabu,
Jum’at dan Sabtu, khusus untuk Kepala Sekolah dan Tenaga
Pengajar dipergunakan para hari Selasa dan Rabu;
1) Hari Selasa dan Rabu untuk putri menggunakan Pakaian Dinas
Harian (PDH) bawah model Rok;
2) Hari Jum’at dan Sabtu untuk putri menggunakan Pakaian Dinas
Harian (PDH) bawah model Celana Panjang;
Pakaian Dinas Tenun Tradisional/ Batik Kas Daerah dengan
pakaian bawah hitam/gelap digunakan pada setiap hari Kamis;
Pakaian KORPRI, digunakan setiap tanggal 17 (kecuali ditentukan
lain), dan hari-hari tertentu yang berkaitan dengan KORPRI;
Pakaian Dinas Upacara (PDU), digunakan pada saat upacara dan
atau acara — acara yang ditentukan secara khusus;
Pakaian Dinas Lapangan (PDL), digunakan oleh pejabat di
lingkungan Dinas/ Instansi yang karena tugasnya telah ditentukan
penggunaan pakaian dinas lapangan khusus, pengaturannya tetap
berdasarkan pada peraturan perundang —undangan yang berlaku;
Pakaian Sipil Harian (PSH), dapat digunakan bagi Pegawai
Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan dalam menjalankan
tugas tertentu;
Pakaian Olahraga dipergunakan setiap hari Jum’at jam 07.00
sampai dengan 09.00 WIB setelah itu memakai Pakaian Dinas
Harian Kheki;
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal ini, pakaian dinas
bagi pegawai negeri sipil yang beragama Islam, dapat menutup
auratnya sesuai dengan ketentuan agama dengan memperhatikan
keserasian warga dasar pakaian dinas.



BAB Il1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan dalam
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini degan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2010

BUPATI SUKOHARJO
ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd
Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 90






